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PEN%G&K M HUKUM DAL
PRAKTEK PERADILAN

Agus Sas’e:%mn@

-':Pefyalamm UU No. 14 ie’*aimn 1970 teﬁxang g
Ketentuan Pokok Kekuosaan Eehaliman telah
mencapal usia 25 tahun. Dalam usia setus iiu
“Benyak hol-hol yang perlu diteloak dan dikaji
‘wlang. "Eguality before the law”, peradilan
vang sederhana, cepat, dan binya ringan meru-
pakan kajian yang menarik. VWajah lembaga
peradilan kita ditentukon oleh orang-orang
‘yang ‘terlibat di dalemnya: Hokim, Jaksa,
Pengacara, sompai pada Panitera.  Adonya
dualisme, yaitu hakim mem-punyai pimpinan
Keiua MA dar  Menferi Keha-Kiman,
dikhawatirkan akan mengganggu tugas hakim
dalam menegakkan keadilan. '

Pendahinluan

Pada tanggal 17 Desember 1970, Indonesia telah memiliki Undang-

undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-undang No. 19
Tahun 1964, vang menurut konsiderans butir (a) tidak merupakan
pelaksanaan murni dari Pasal 24 UUD 1945,
v Sejak tanggal 17 Desember 1993 yang lalu, UU ini mulai menapakkan
kakinya pada perjalanan usianya yang ke-24 tahun. Suatu usia remaja
menjelang dewasa jika hendak dianalogikan dengan usia kehidupan manusia.
Pada usia yang derikian sangat penting untuk diadakan kaji ulang, apakah
pada usianya itu sudah siap untuk menempuh hidup baru. Suatu kehidupan
yang mulai menuntut tanggung jawab, tidak saja kepada diri sendiri tapi
kepada masyarakat, kepada siapa UU itu hendak mengabdi.

Dalam membuat kaji ulang, penulis tidak akan menganalisis seluruh



penting saja yang perlu untuk kita lihat dengan mikroskop sosiologis, untuk
melihat bagaimana hidupnya UU itu di tengah-tengah masyarakatnya.

Ketentuan- ketentuan itu, anara. 1am yang tercantum dalam pasal-pasal
berikut: ' E

Pasal 1:

"Kekuasaan kehokiman . adalah. kekuascan yang merdeka untuk
. menyelenggarakan peradzlarz guna menegakkan hukum dan keadilan
ST berdasarkan Parzcaszla, a’emz Ierselenggaranya Negam Hukum Repubhk .

_'Indonesza - i PR i e N\

gl ) Peradzlan dzlakukan Demz Keadzlan Berdasarlan Ketuhanan Yang
_ “Maha Esa. :
{2} Peradilan dzlakukan dengan sederhana, cepaf dan btaya ringan.
(3) Segalacampur tangan dalaim urusan peradilan oleh pihak-pihak lain
di luar kekuasaan kehakiman dilarang, Lecualz dalam hal hal yang
tersebut dalam Uiuiang-undaizg Dasar, .

Pasal 5: : '
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda—
bedakan orang. '

Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan vang ideal yang ingin
diwujudkan dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan mengacu
pada Roscoe Pound yang berpendapat hukum adalah alat untuk rekayasa
sosial, maka apa yang tercantum dalam ketentuan di atas diharapkan dapat
merekayasa magsyarakat Indonesia untuk berperilaku seperti yang diidam-
idamkan UU tersebut. Svatu masyarakat yang menghargai kemerdekaan
kekuasaan kehakiman, masyarakat yang mengharapkan keadilan ditegakkan
berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang
mengharapkan peradilan berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan,
masyarakat yang membenci campur tangan terhadap kekuasaan yang
menegakkan hukum dan keadilan, dan masyarakat yang memiliki pandangan
mulia terhadap derajat kemanus1aan dengan tidak membeda-bedakan manusia .
di hadapan hukum.

Idea seperti yang tercantum dalam ketentuan UU di atas sebenarnya
adalah merupakan perwujudan dari kehendak manusia untuk hidup
bermasyarakat dengan tertib, teratur, damai dan tidak saling merugikan.
Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan
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- plhak luar diharapkan - memberikan -suatu kepastian bahwa hakim akan
menegakkan hukum. sebagaimana bunymya hukum itu. Intinya adalah lciea
tentang kepastian hukum. ..

Sayang sekali bahwa idea yang muha itu harus berhadapaﬁ dengaﬁ W&ldk
dasar ‘manusia sendiri yang--memiliki kecendrungan untuk hidup bebas,
memiliki kecendrungan mendahulukan kepentingannya sendiri, watak dasar
manusia_yang -lemah: dalam menghadapi - godaan nafsu badamyah dan
dumaw1yah Karenanya kita sering menyaksikan terjadinya perbedaan yang -
terkadang cukup‘tajam antara norma hukum dan kenyataan pelaksanaannya.”

Kita mehyaks;kan suatu gap antara the law in theory and the law.in action. .
/. Fenomena kekuasaan kehakiman dl Indonesm juga tidak teriepcas dam -
atas derlgan kenyataan yang klta hadapz dalam kehldupan sehan—har; Dengan
tulisan ini dicoba untuk mengamati kembali gap itu agar kita dapat
menyaksxkannya dengan kacamata vang tepat, sehingga jika mungkin, kita
dapat - memikirkan. bersama apa dan bagaimana jalan  keluar untuk
mempersemp;t gap itu. 8 .

A Wajah Lembag,a Peradiian K:ta

Pengadilan merupakan suatu institusi dalam masyarakdt yang bisa
dltemma oleh masyarakatnya secara bermacam-macam. Tidak hanya sebagai
lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara belaka. fa juga bisa
dilihat sebagai suatu institusi ekonomi dan politik, juga sebagai lambang
harapan, sebagai pelembagaan mimpi-mimpi masyarakat, dan lain-lain lagi.
Melihat pengadilan hanya sebagai suatu institusi hukum adalah sama sekali
tidak menggambarkannya secara lengkap, dan dengan demikian salah.!
~ Sebagai institusi, lembaga pengadilan tidak dilepaskan dari faktor
manusianya, faktor hakifmnya, faktor paniteranya, faktor juru sitanya, dan
lain-lainnya. Faktor hakim adalah faktor yang paling menentukan bagi wujud
lembaga pengadilan itu sendiri, Dengan demikian, membicarakan lembaga
pengadilan. sama: halnya dengan membicarakan hakim dalam dimensi
kemanusiannya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

Demikian pula, merhahami bekerjanya lembaga pengadilan tidak dapat
~ hanya dari kacamata hukum normatif, sebagai suatu aplikasi dari peraturan-
- peraturan saja. Meskipun UU tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas

- 1 Sajipto Rahardjo, "Pengadilan-Pengadilan Purwoto”, Kompas, 4 Januari 1993,
P 4 P
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menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,
bebas dari campur tangan pihak di Tuar kekuasaan kehakiman sendiri, akan
tetapi pada kenyataannya kita-tidak dapat menutup mata bahwa kekuasaan
kehakiman tetap sarat dengan berbagaa intervensi politik, sosial, ekonomi,
dan bahkan infervensi pnbadz sang hakim sendiri” sebagai manusm biasa
' yang memiliki ambwalerzsz sikap bathinnya sendiri.

< Kita tidak akan pemah dapat meramalkan hasil akhir dari shatu perkara
'hanya dari suduthukum dan peraturannya saja. Ramalan demikian seringkali

. meleset. Banyak faktor - yang mempengaruhi-jalannya sidang di pengadiian :

Faktor siapa haklmnya faktor siapa yang berperkara, fakior siapa jaksanya,
siapa’ pengacaranya, “adalah’ faktor-faktor ‘yang ‘harus dimasukkan sebagal '
bahan untuk meramal; meskipun kalangan teoritisi hukum (kaum jurisrer)
akan menolaknya ‘Kaurn juristen cenderung untuk tetap menafsirkan buny1
pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bunyi gramatikalnya.
Penafsiran demikian tentu saja tidak salah, atan bahkan memang harus
ditafsirkan demikian. Akan tetapi kenyataannya memang tidak demikian.:

Menurut Satjipte Rahardjo,” pengadilan bukan suatu institusi yang
“netral” yang hanya bekerja menurut bunyi peraturan belaka. Pengadilan
juga mengandung komitmen, determinasi, orientasi dan sebagainya. Dengan
demikian, dari pengadilan ke pengadilan akan dijumpai perbedaan-perbedaan.

Perbedaan-perbedaan ifu tentu bukaniah sesuatu yang keliru apabila
dilihar dari fungsi peradilan yang harus menegakkan keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena keadilan memang tidak berarti persama-
an-persamaan. Keadilan justru lebih banyak mengacu pada perbedaan—
perbedaan.

Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bagaimana pengadilan yang
berbeda-beda itu semuanya dapat mewujudkan keadilan yang harus
ditegakkarya. Pertanyaan ini tentunya akan kembali lagi kepada faktor sang
hakim.

* Denger jalan pikiran demikian, maka apabila Indonesiz menganut faham
kedaulatan di tangan rakyat, maka mestinya rakyat mempunyai hak untuk
memilih siapa yang akan dijadikan hakimnya. Pada masyarakat adat, siapa
yang diangkat sebagai hakim adalah siapa yang memiliki kharisma, wibawa,
pengarul, dan segala kelebihan lainnya, yang tidak lain adalah Kepala

* Rehardjo, Ibid.
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Adatnya.> Pada’ inasy'arakat Indonesia yang modern sekarang inl, kedaulatan
rakyat: dxjelmakan ke “dalam wadah MPR. I berarii’ MPR-lzh yang
s&hamsnya memegang peranaﬂ dfﬂam memnmkan saapa yang akan dmn@cat
menjadg hakimm, a0

Dalam Cataran Ai{kzr ?‘a}zm Hukum 1992‘ pemah disoroti pula per;.hai
dudiasme kekuasaan kehakiman; Masalah dualisme pimpinan puncak kekuasa-

an kehakiman meruyak kembali setelah KetuarMahkamab Agung Purwoto
-(3andasubrata - melontarkan pemikiran ideal untuk ~mengakhiri dualisme
pimpinan hakim karéna dinilai kurang menguntungkan dalam pembmaan
hekim. ‘Menurut Purwoto, akan lebih ‘tepat jika vrusan riunah. tangga
kekuasaan kehakiman ‘dilaksanakan aparatur kekuasaan kehakiman se:xdm
yang lepas dari pengaruh pemerintzh. :

‘-Apa yang ‘dikemukakan Purwoto sebenarnya bukan hal baru, kazeﬁa
proses penggodokan UU No. 14/1985 tentang Peradilan Umum dan UU No.
2/1986 tentang Mahkamah -Agung, perdebatan itu sudah muncul ke
permukdan. Wakiuitu yang menjadi bahan perdebatan adalah: Perfama, soal
kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh Presiden, tapi
sekaligus juga sebagai pegawal negeri yang tunduk pada peraturan disiplin
pegawal negeri; Keda, scal dualisme pimpinan hakim yang menyebahkan
hakim memiliki cfua Repala vaite Ketua Mahkamah Agung dan Menten
Kehakiman.

© “Dualisme itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sistem hukum
Belanda yang kita warisi, yang berbeda dalam kultur hukumnya, sehingga
sebenarnya agak mengherankan bila pihak pembentuk undang-undang
Indonesia masik berkeberatan untuk mengakhiri dualisme itu. Agaknya
pembentuk UU masih belum mempertimbangkan pemikiran di luar kawm
Juristen, seperti pemleran—pemlklran kaum sosiolog, terutama sosiclogi
hukum.

Memang, dualisme itu tidak banyak berpengaruh jika dipandang dari
kacamata para juristen, karena yang terpenting bagi mereka adalah Aukum
harus dijalankan sebagaimana bunyi norma hukumnya. Konsep rule of law
dan equality before the law begitu kuat mempengaruhi cara berpikir kaum
juristen, sehingga mereka kurang menyukai untuk mempertimbangkan faktor
sosiologis dalam pembentukan dan penegakkan hukum.

* Menurut Ter Haar, hukum adat diwujudkan melalst keputusan-keputusanKepala Adatnya, Aps yang
menjadi hukum adalah apa yang diputuskan oleh Kepala Adatnya.
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~Para sosiolog melihat bahwa dengan dualisme pimpinan, hakim akan
sulit untuk membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh kekuasaan
eksekutif. Sebagai hakim, jelas ia harus tunduk hanya kepada tugas yang
diembannya, yaitu menegakkan keadilan. Mamun sebagai pegawai negeri ia
~juga harus tunduk kepada struktur dan disiplin kepegawaian yang telah
ditetapkan. Celakanya, kedudukan sebagai pegawai negeri itulah yang banyak
berpengaruh pacda kehidupan ekonomis sang hakim.. Dengan kata lain,
"perut®-sang hakim lebih banyak ditentukan dalam -kedudukannya sebagai -
pegawai ‘negeri itu. Beberapa praktisi, anggota DPR atau akademisi
menyatakan bahwa hakim tidak akan terjamin kemandiriannya selama pihak
eksekutif masih  memiliki akses dalam penyelenggaraan kekussaan
kehakiman.® Dualisme kepemimpinan bisa membuat hakim bersikap
mendua, Di satu pihak, ia adalah hakim yang bebas karena ia pejabat negara
yang diangkat oleh Kepala MNegara, tetapi di lain pihak ia adalah pegawai
negeri yang karir serta jabatannya ditentukan pemerintah. Administrasi
kepegawaian, kenaikan pangkat, penempatan tugas yang ditangani
Departemen Kehakiman menyebabkan hakim berada dalam situasi yang tidak
sepenuhnya bebas seperti yang dikehendaki UU Kekuasaan Kehakiman.
Begitu juga bila eksekutif (terutama Departemen Kehakiman) menjadi salah
satu pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam masyarakat yang
paternalistik sangat sulit untuk menghakimi atasannya, sama sulitnya
menghakimi  kerabat  dekatnya sendiri. Itu sebabnya hakim harus
mengundurkan diri untuk mengadili jika yang akan diadilinya memiliki
hubungan kekerabatan yang sangat dekat,

Atas kondisi di atas, agaknya kita perlu mempertanyakan kembali,
mengapa dualisme itu tidak segera diakhiri? Mengapa dualisme itu masih
dipertahankan? _

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketengahkan dulu latar belakang
Purwoto mengemukakan idea untuk mengakhiri dualisme pimpinan hakim.
Purwoto tidak mengkhawatirkan campur tangan atau intervensi langsung dari
pemerintah atas proses penanganan perkara di pengadilan, sebab sejauh ini
memang belum ada bentuk intervensi langsung yang mengganggu hakim.
Persoalan yang timbul dari dualisme adalah karena seringkali terjadi
kekurangan atau ketidaklancaran administrasi, logistik, atau soal personel.
Selain terikat liku-liku birokrasi departemental, keperluan dan anggaran
untuk kelancaran jalannya peradilan juga tidak dapat dipenuhi karena
sebagian besar anggaran Departemen Kehakiman dipergunakan unit-unit lain,
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dxluar Deradllan : - Ce . S,
- Jika apa yang dskhawatxrkan Purwoto bera asan, - maka nampaknya
-penyeiesaian dualisme. pimpinan kekuasaan .kehakiman: menjadi sangat
- sederhana. Dennan memmdahkan administrasi kekuasaan® kehakiman dari

Departemen Kehaklman ke Mahkamah Agung persoalannya menjadi selesai.
~Namun: agaknya persoatannya  tidak - terletak :disitu. -Persoalan ydnﬂ_'-
_'_sesungguhnya barangkali terletak pada political will dari the ruling class.”..
- Jika administrasi kekuasaan kehakiman dipindahkan ke:Mahkamah Agung,?-
maka secara tidak langsung-akan nengakhiri akses ihe mllmg class uniuk -
mempengarubi kekuasaan kehakiman, Hal ini jelas mempakan harga yanc ‘
' nﬁl’lgat mahal untuk- memper“ahankan xekt.asaan o

B Pmblematika Meguality %:ae,fore the faw",

Pasal 5 (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengandung prinsip equaltty
before the law, yaitu svatu prinsip yang sangat menghargal persamaan
manusia di hadapan hukum. Idea dari prinsip ini adalah bahwa di hadapan
hukum, manusia tidak dipandang dari kedudukannya, kekayaannya,
pendidikannya, dan sebagainya. Di hadapan hukum, manusia adalah sama.
Manusm memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama. -

‘Dalam . konteks. kajian sosiologis, prinsip ini sangat sulit untuk
dlwujudkan ‘Dalam" sistem kemasyarakatan .dikenal konsep kekuasaan,
wewenang, dan pelapisan sosial yang sangat mempengaruh; terwmudnya
prinsip tersebut.

Kekuasaan dan wewenang yang dipunyai seseorang ternydza dalam
implementasinya memiliki kecenderungan untuk disalah gunakan.® Orang
yang --mempunyai “kekuasaan dan wewenang seringkali menggunakan
kekuasaan dan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan
orang yang memiliki kedudukan "di bawah" cenderung kurang berani untuk
“menegur” orang yang ada di atasnya, meskipun ia tahu bahwa atasannya

¢ Kompas, 22 Desember 1992,

7 The Ruling Class adalah sekelompok keeil dari masyarakat yang memegang kedaulatan negara yang
merupakan gejala vmuin dalam setiap masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Gaetano Mosca, The
Ruling Class, dikutip dari Soerjono Sockanto, Sosiologt Suat Pengantar, Cet. VI, Jakarta: Ul-Press,
hal. 164.

o
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telah keliru dalam mengfmnakan wewenangnya. Itu adalah perilaku manusgia
yang: ditemui hampir di segala tempat. Seorang bawahan umumnya tidak

‘berani menegur amsannya yang menurut penilaiannya telah bertindak salah, -

. Orang yang telah menerima “pemberian” nmumnya menutup mata terhadap

kesalahan orang yang telah "memberi” kepadanya. -
_ Kenyataan tentang perilaku manusia yang demikian jelas tidak mungkm .
,dzhmdarkan dalam © penerapan - ketentuan hukum, -termasuk - dalam

-:;mplememasa prinsip equality “before “the “law.” Tidak ada yang - dapat -

‘menyangkal bahwa hukum berhubungan dengan perilaku manusia. Apa yang
o diator oieh hukum tidak: iain adalah perilaku manusia. Dengan demikian,
'L'selalu akan ferasa adanya “kekurangan apabila pembicaraan mengenai nukum

itu hanya berkisar pada peraturan-peraturan belaka. Roscoe Pound telah
. mengungkapkan snatu kritik tentang cara-cara mempelajari hukum yang
- ‘dikatakannya sebagai menghabiskan energi untuk mendiskusikan adanya
suatu sister peraturan yang konsisten, logis, rinci dan persis, sedangkan
kehidupan  hukum = yang  sesungguhnya terletak pada pelaksanaan
(enforcement).” . Dengan demikian, dalam mempelajari  hukum perlu
‘memperhatikan pula hubungan antara peraturan dengan tujuan yang ingin
dlcapaz
.Sebagai suatu prinsip yang ideal, equality before the law memang harus
senantiasa diusahakan agar dapat terwujud dalam penegakan hukum, akan
tetapi kita perlu memperhatikan pula problematika prinsip itu dalam dunia
yang nyata, yaitu-dalam masyarakatnya. Beberapa tahun yang lalu pernah
‘terbaca berita tentang kasus pemerasan seorang jaksa wanita oleh seorang
tukang parkir. Nilai pemerasan itu hanya Rp. 50,- (lima puluh rupiah), suatu
nilai yang relatif sangat kecil pada saat itu, Dalam kasus ini, hakim
memutuskan memberi ganjaran hukuman beberapa bulan kepada si pelaku.
Kemudian pada kesempatan lain (1993), dalam sebuah persidangan di
- Jakarta, diungkapkan adanya seorang tokoh penting yang dalam kesaksiannya
- diduga kuat terlibat kasus penganiayaan. Namun sampai saat ini sang tokoh

. belum disidik, apalagi disidangkan. Apa alasannya, belum diketahui.
~ Dua contoh kasus di atas cukup menunjukkan problematika prinsip
persamaan di hadapan hukum. Terhadap si kecil yang tidak berdaya, dengan
gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat, hukum
enggan menunjukkan keampuhannya.

Meskipun peraturan perundang-undangan dapat kita baca bunyinya
dengan gamblang, akan tetapi kita tidak dapat membayangkan bahwa
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"-zpenerapan ketentuan humm ‘yang kita baca itu merupakan pekerjaan ya-ag

- gampang dan tidak menimbulkan persoalan. Penerapan hukum bukan sekedar

g :menjaian}can peraturan Dalam kenyataannya ‘penerapan hukum mempakan
_mterakm manusia, yaitu: antara penegak hukum dan manusia’yang menjadi
 sasaran pengaturan ‘Oleh karenanya bila kita secara sunwguh«sungguh ingin
: mencretahm baganmana suatu penegakan hukum itu berjalan, kita harus

. ..bersed;a vintuk masuk: sampal kepada pengetahuaﬁ tentang interaksi manus1a
p nega.kan hukum ' adalah medan pertemuan, pertukaran. konflik serta
. persaingan antara kekuatan, kepentingan, dan sebagainya. Prinsip equaliy.
“before-ihe: law bemda dltenﬁah medan yang demikian. Dengan demikian '
memang suatu per_;uanaan yang berat bagx hakim untuk mﬂnegakkannya

C Reai:tas Pemdnlan Yang Seder%mm, {Cepat,
e o dan Baaya ngzm

~ " Pasal 4 (2) UU Kekuasacm Kehakiman mamben ketentuan tentang
peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pengertian “sederhana” sungguh merupakan pengertian yang sulit untuk
dirumuskan batasannya ?engertian sederhana sangat terbuka nnmk
_,,.dlperdebatkan EERE
Pada kenyataannya, prosedur peradilan tidak sesederhana seperti yang
ditetapkan oleh undang-undang. Tidak semua orang, dan bahkan tidak semua
sarjana hukum paham berurusan dengan lembaga pengadilan. Orang yang
akan berurusan dengan lembaga peradilan harus memiliki keahlian-keahlian
khusus. Ttu-sebabnya Indonesia memiliki lembaga pendidikan formal seperti
Akademi Litigasi. Belum lagi ditambah dengan pendidikan ketrampilan yang
diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu unfuk melatih para calon pengacara
atau orang-orang lainnya yang berminat untuk mengetahui bagaimana taia
cara dan proses beracara di hadapan pengadilan. Ini membukiikan bahwa
berurusan dengan lembaga peradilan bukaniah hal yang sederhana.
Selanjutnya, tentang peradilan yang cepat, agaknya juga masih jauh dari
yang diamanatkan undang-undang. Bukan rahasia lagi bahwa untuk
menyelesaikan satu kasus terkadang dibutuhkan waktu beberapa tahun.
Mochtar Kusumaatmadja pernah mengungkapkan bahwa mentalitas vang kini
terasa dalam prakiek peradilan adalah mental asal menang, meski dengan
segala cara. Tidak heran jika muncul kebiasaan asal banding arau asal



' 45;_4"' S S  Hukum dan Pe}nbﬁ.;z.g;inéﬁ

~kasasi tanpa alasan yang kuat,” Mochiar menambahkan bahwa masyarakat
~masih: belum memiliki kesadaran hukum dalam arii menerima kekalahan
kalau:benar-benar merasa- salah. -Hal ini- masih diperparah lagi- dengan
kenyatean bahwa para pengacara justro berada di belakang sikap demikian:

- Sebagai akibatnya, kita dapat membayangkan, jika sebagian besar perkara

dari seluruh pengadilan yang ada di Indonesia dimintakan pemeriksaan kasasi
di.Mahkamah Agung, maka kita dapat berhitung berapa lama waktu yang
_dibutuhkan Mahkamah Agung untuk memeriksa seluruh perkara yang sampai

__'kepada“}ya Kondisi itu bertambah rumit dengan terbatasnya jumlah Hakim .

'Agung ‘Dengan: demikian tidak mengherankan jika proses peradilan. cepat
: yang diamanatkan undang-undang hanya tinggal di atas kertas,

-Selanjutnya Mochtar juga menangkap adanya gejala "memperdagangkan -
hukum”. Gejala itu ia tangkap sejak tahun 1976." Gejala itu ditandai
dengan munculnya “calo-calo” yang mengaku bisa mengatur perkara. Dalam
praktek di pengadilan dikenal dengan istilah "tender”. Siapa yang bisa
membayar mahal, niscaya ia akan memenangkan perkaranya.

“Akibat -lebih lanjut dari gejala tersebut adalah mahalnya biaya
perkaranya, karena harus membayar pihak-pihak yang dapat "membantu”
memenangkan perkaranya. Kondisi seperti itu diakui oleh Ketua Mahkamah
Agung dengan menggunakan istilah hakim nakal bagi hakim yang senang
“membantu” memenangkan perkara. Orangpun lantas bertanya kepada si
hakim yang nakal, "dimana makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa?

. Kondisi demikian tentu saja tidak sepenuhnya merupakan kesalahan sang
hakim. Bagaimanapun, hakim adalah manusia biasa, Mereka juga meng-
inginkan "hidup layak". Alangkah sedihnya jika hakim harus membonceng
orang yang berperkara untuk datang ke pengadilan. Alangkah sedihnya jika
hakim harus tinggal di gang—gang kampung yang becek. Karenanya, untuk
menghindari praktek “dagang hukum", perlu diupayakan peningkatan
kesejahteraan sang hakim,'" tanpa mengabdlkan kepribadiannya. Dengan
demikian. disamping kesejahteraan ekonomis sang hakim, hal yang tidak

Y Kompas, 24 Agustus 1992,
" Ibid, Kompas, 24 Agustus 1992,

2 Hakim Agung Djajuli Bahar dalam Media Indonesia berpendapat bahwa untuk memberantasprakick
dagang hukum harus dilikat dari kondisi yang ada, sebab masalah tersebut tidak akan selesai jika tidak
dibarengi dengan pembangunanpribadi pesegak hukumnya. Disamping itu, agar hakim tidak terpengaruh
dengan iming-iming rang, wmareka harus ditingkatkan kesejahteraan ekonominya.
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kalah penting adalah moral dan komitmen sang hakim terhadap kebenaran
dan keadilan. o e

‘D, 'Penuftup ;

Uraian di atas: membawa. kita pada. -suatu pemahaman bahwa
problematika kekuvasaan kehakiman tidak hanya terletak pada perbedaan
- anfara apa yang diatur dalam undang-undang dengan pelaksanaannya,
melainkan  lebih . disebabkan karena. faktor nmanusianya yang memang
memiliki kecendrungan-kecendrungan ‘yang ambivalen  dalam dirinya.
. Dengan demikian, upaya yang kita tempuh untuk mempersempitf jarak antara
ketentuan hukum dengan pelaksanaannya tidak semata-mata pada upaya
pembangunan hukumnya, melainkan juga harus dibarengi dengan upaya
pembangunan manusianya sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan
dan cita hukum. '

SBRUTUHKAN 3UKU
DAN PENERBITAN HUXUM?

: Keberulpn Buku ctau penerbiten yang dimaksud tidak ada i
: 'k_o_rz_z anda, padahal anda amal memerlukannya.

- Hubungi _kamf dengan sural danwserigkon perangko balasan
didalamnya.
Kami akan segera membaniv enda

Tata Usaha
Majalah

JL. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Iakarta Pusai.
&
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PROF. DR. A. HAMID-S. ATTAMIN
smmm GURU DAN PENDIDIK

N‘y Mama Famﬁa %ndm'&:g 8

P o "Bu Marza, mlong harz Semn memberz kulzah dz E’ammanegam
_' saya Jada: mpat dengarz paﬂ, D}zamono jam }0 0@" :

Ituiah kata-kata darx pak Hamid yang dmcapkan di Fakultas Hukum UI dz
Depok pada hari Kamis tanggal 29 Sepiember 1994, sebelum saya berangka‘é
ke Kampus Salemba untuk mengikuti kuliah;

Betapa terkejutnya saya pada hari Jumat pagi keesokan harinya, ketika
mendengar bahwa pak Hamid telah meninggalkan kifa. Berita yang saya
terima dari Sekretariat Pascasarjama Ul tersebut terasa bagai geledek
membelah bumi di siang hari yang terang. Antara percaya dan tidak, saya
repungkan berita itu dengan suatu useha mengelakkan kebenarannya dalam
. perjalanan dari kampus Salemba ke R.S. Gatot Subroto. Tetapi keraguan itu
‘sirna begitu melihat jenazah pak Hamid terbaring di kamar jenazah dan
meledaklah tangis dan air mata saya. Sato’ pertanyaan yang terpikir saat it
adalah: "Mengapa peristiwa ini mesti terjadi?”

‘Rupanya permintaan di atas merupakan pesan terakhzr dari pak Hamid
bagi saya. Kata-kata terakhir almarhum yang merupakan amanah tersebut
-terlihat begitu wajar, tetapi bagi saya dan anggota staf pengajar yvang selama
ini membantunya, kata-kata itu mencerminkan suatu ketaatan dan tanggung
Jawab yang besar dari almarbum dalam mengemban gasnya untuk
mengembangkan - ilmu melalni jalur pendidikan. Prinsip ketaatan dan
tanggung jawab almarhum dalam bidang pendidikan tersebut adalah begitu
besarnya, terbukii bahwa semenjak saya diminta membantn almarhum
menjadi asisten dalam matakuliah Hmu Perundang-undangan dua belas tahun
yang lalu (Desember 1992} sampai wafatnya, perkuliahan llmu Perundang-
undangan tersebut tidak pernah kosong (selalu ada kuliah) tanpa ada alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, baik di Fakultas Hukum UI, di
Universitas Tarumanegara maupun di Universitas Pancasila,

Perkuliahan-perkuliahan tersebut selalu dapat terselenggara dengan baik,
karena setiap kali almarhum harus menunaikan tugas-tugas di luar
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pengajaran, yang sangat sukar dihindarkan, almarhum selalu meminta ‘salah
satu asistennya untuk menggantikan -tugas -perkulizhan tersebut dengam
memberxkan arahan-arahan tentang materl perkuliahannya. - & :
Sebaﬂax salah-satu asisten pak Hamid, saya merasa begim banyak hai dan
pengemhuan yang telah diberikan oleh pak Hamid kepada saya, oleh karena
dalam setiap kesempatan-pak :Hamid selahy menanyakdn kesulitan-kesulitan
~ apayang dihadapi di dalam. perkuhahan ataupun membahas dan memeiaskan
-masalahb-masalahyang berhubung,an dengan masalah: pemndanb-undanwdm '
dan E}ukam kenegaraan serta membicarakan -hal-hal. yang akiual di dalam
masyarakat yang berhubingan déengan. bidéﬂg hukum. Apabila penjelasan-
peniélasan ‘tersebut ‘belum daput sayd ‘mengerti,  pak Hamid ‘tidak pernah
bosan -menjelaskan masalah tersebut sampai saya dapat memahaminya.-Hal
seperii itu selalu pula ditanyakan kepada para mahasiswa yang diasuhnya,
karena pak Hamid selalu berpedoman, bahwa memberikan pengetahuan
kepada orang lain itu adalah suatu amal yang terpuji, dan pak Hamid selalu
mengatakan bahwa jabatan seorang gury adalah jabatan yang paling tinggi
dalam kasta yang ada, sehingga pak Hamid selalu mengatakan bahwa guru
itu termasuk dalam kasta "Brahmana”. :
Ketekunan pak Hamid dalam mendalami masalah perundang- undangan
di%un_]ukan dalam hal memberikan knliah yang dimulai sebagai Pengajar tidak
tetap dalam matakuliah "llmu Perundang-undangan” di Fakultas Hukum UI
dari tahun 1975-1988, dan sebagai Pengajar Tetap di dalam matakuliah yang
sama pada tahun 1988 hingga wafatnya. Pengembangan masalah Perundang-
undangan ini terlihat juga dengan dibukanya Pendidikan Keahlian Perundang-
undangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada rahun 1988 hingga
sekarang. Pak Hamid menjadi pengajar matakuliah “Jenis, Fungsi, dan
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan” dan matakuliah "Teori
Perundang-undangan” sampai wafanya. Di samping terselenggaranya
perkulizhan-perkuliahan tersebut dan perkuliahan-perkuliahan matakuliah
“limu Perundang-undangan” dan "Materi Perundang-undangan” di beberapa
perguruan tinggi lainnya, pak Hamid berhasil pula mempertahankan
disertasinya yang membahas masalah "Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" di saat beliau telah
memasuki usia senja. Keberhasilan pak Hamid mempertahankan disertasinya
di usia yang tidak muda lagi itu begitu disyukurinya, seperti terlihat dalam
kalimat yang tertulis di awal disertasinya yang berbunyi sebagai berikut:
Tuhanku,
syukurku kepadaidu!

Matahariku yang lama kunanri terbir kini,
R 5 S . SR SE. S I A L I UL
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Tuhanku, : '

sujudku kepadaMu tak henti-henti. '
Kahmat itu diulanginya -setahun - kemudian pada Pidato Pengukuhannya
sebagai: Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia dengan
membahas "Teori Perundang-undangan Indonesia”, pada tahun 1992, satuw.
tahun sebelum pak Hamid memaskui masa purnabaktinya.

-+ Keberhasilan-keberhasilan yang ‘dicapai ‘dengan ketekunan membaca

' buku—buku ‘dan mempelajari- bidang ilmu yang ‘dicintainya tersebut terasa~

" begitu smgkat saya rasakan, ‘karena empat ‘tahun setelah Gelar Doktor ity
dicapainya, pak Hamid dipanggil Tuhan untuk menghadap-Nya (30 Septem-
ber 1994). Salah satu keinginan pak Hamid yang belum terpenuhi sampai
saat wafatnya adalah dimasukannya matakuliah "Tlmu Pemndang-»undangan
ke dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Hukum. ‘

Kini pak Hamid telah tiada, Sang "Brahmana Utama" telah menghadap
Khalik-Nya, tetapi saya percaya bahwa apa yang telah dirintisnya akan tetap
berkembang, dan semakin berkembang, karena telah banyak vyang telah
beliau asuh, dan tegur sapanya yang selalu santun akan selalu dikenang
banyak orang.

Selamat jalan Pak Hamid, selamat jalan Bapak dan Guruku, semoga suri
tauladanmu selalu menjadi pendorong bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

- dan bagi mereka yang ingin menekuni bidang pendidikan.

AMDA MEMBUTUHEAN PERATURAN PERUNDANG-UMDANGAN? ‘E

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Sekretariat Negara / Menteri-Menteri Megara
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Departemen

Lembaga-lembaga non departemen
Daerah-daerah

' HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FARKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL. CIRERON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432
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. PUTUSAN
- Reg. No.: 637E/Pid/1988
""" e _"(Sa%r_é’b’ungé}z dari Hulum dan Pembangunan
. Nomor 4 Tahun ke-XXIV, Agustus 1994)

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sek-Ditjen Bea dan Cukal Departemen Keu-
angan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditenfukan dengan pasti pada tahun 1972, 1980,
1981 atau setidak-tidaknya pada saat ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, secara berturut-turot dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan
perbuatan yang berdirni sendiri (Meerdaadshe Samenloop), bertempat di Kantor Besar
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai J1. Ahmad Yani Jakarta Timur atsu ¢i Bank Ekspor
Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau ¢i Bank Ekspor Impor Indo-
nesta Cabang latinegara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain didalam
Wilayah Hulown Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lala atau suatu Badan, yang secara
jangsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atan perekonomian
negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan
kevangan negara atan perekonomian negara, perbuatag mana dilakukan baik sendiri atan
dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody
Rumambie, dengan cara antara ain sebagai berikut :

1. Dengan melawan hulum:

- Selalt Sekditjen Bea dan Cukal maupun selaku Pembantu Pimpinan Proyek
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di dalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, terdakwa telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak
benar {fiktif) dart Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah
melakukan pengecekan atas kebenaran alasan peageluaran tersebut, dan terdakwa
langsung menandz tangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan
alasan-alasan tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang disiimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang
Tanjung Priok berhasil di keluarkan vaitu dari :

- Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-

- Rekening No. 311084 sgjumlah Rp. 24.620.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kevuangan RE No. 330/M/V/1968
tanggal 26 Sepiember 1968 dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan
Surat Berharga milik Megara harus dilakukan pengawsasan secara tertib dan
berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukal maupun selaku Pembantu
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didalam pengurasan kevangan dan
kewenangan memberikan persetijuan penggunaan dana Direkiorat Jenderal Bea

om abras tardab-roe 1ol marmabl mmelaltilram marrartraonan ra mariarilreant nfoo
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; sampa.: atau txdaknya nang yang d;kelmrkan kupada yam> berhak sesaal dengan

ud penﬂeiudran uang iersebut

”"Bé;hwa sesuai diem_dn Suras Edaran Menteri Keuangan RI MNo. SE-

O1/M/V/12/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia

MNo. SE-10/8/UPUM tanggal 6 Nopember 1977, dilarang mendepositokan nang
anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukaj
maupun selaku Pembantu Pimpinan Proyek Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
didalam peng}rumﬂ keuang:m dan  kewenangan memberikan persetujuan

Jpenggunzan dana [ Direktorat Jenderal "Bea dan Cukail, ‘telab menyetujui

pendepositoandana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,-
di Bank Ekspor-lmpor Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuagan D:tgen

- Bea dan Cukai, dan selanjutnya bunga deposito sejumiah Rp. 15 265.000

dimasukkan ke Tabanas milik pribadl Kamariyoen, yaitu Tabanas No
007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Prick. -

; Terddk\afd selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun seleke Pembantu Pimpinan
» Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan kewenangan
P memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

tidak pernal: melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana
Direktorac Jenderal Bea duan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo
peuucumn) !

Selaku Sekditien Bea dan Cukal maapun selaku pembanty pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalun pengurusan keuangan dan kewenangan
memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jemderal Bea dan Cukai,

- terdakwa telah menanda tangani giro bilyet Serie E No. 332102 dengan ailia Rp,

145.250.600,- dengan tujuan qebag,al setoran ke kas negara selaku pendapatan
negara, penanda tanganan atas giro bilyet mana dilakukan oleh terdakkwa dengan
membiarkan koiom penerima (rekening penerima) pada giri bilyet tersebut dalam
keadaan kosony (blangko), sedangkan seharusnya penanda tanganan tersebut
dilakukan setelah kolom penerima pada giro bilyet tersebut diisi terlebil dakulu

Bahwa berdasarkar Keppres 14 tahun 1979, Departemen/Lembaga dilarang
melakukan pengeluaran atas beban Beianja Negara untuk tujuan lain dari pada
yang ditetapkan, namun sebagai Sekditjen Bea dan Cukai maupun sebagai
Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan
keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda tangani surat No. S-219/BC.
141/1981 tanggal 6 Pebruari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor dan Impor
Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara fain peimintaan agar Bank
melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365,- dari rekening 000570
{Pemilik Rekening atas nama Ditjen Bea dan Cukai) ke rekening 0005374 (Femilik
Rekening atas nama Kamariyoen).

Selaku Sekditjen Bea dan Cukai dan selaku Pembanta Pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan niem-
berikan persetujnan penggunaan dana Direktorat Jeaderal Bea dan Cukai,

terdakwa tidak melakukan pengawasan ata‘; penyetor'm hasil penjualan blanko
TETST TT™ 7o o To o o oy w e



2. ‘Melakukan pwbuamn mempwkaya dm sendm atan, emng, lain atau saam
badan:i ~ 105 :
s~ Bahwa Laang-uzmg yang berasal dam
~  cek-cek yang divangkan ataupun di pmdah bu}:ukfin dari- rekenmg 311083
2ot sejumlah “Rp..573.326.922,06,-"dan dari ‘rekening 311084 sejumiah. Rp.
24:620:200,- yang -seharusnya oleh ‘terdakwa selaku Sekditjen dilakukan
pungecekan atas: kebenaran alasan: pengeiuaran dan  pengawasan atau
pemeriksaan sampal atau tlddknya kepadd yzmg: berhak namun hal temebui
- tidak dilakukan-oleh terdakwa. -
- uang deposno sejumlah Rp. 81, 500 OGO dan bunga deposxto sejumiah Rp
w0 715.265.000,+ yang seharusnya oleh ‘terdakwa selaku -Sekditien. dilakukan
' "penpwawn dtaupun pengecekan apakah telal disetorkembalike relu.mn gBea
“dan Cukai’pada saat _]atuil tempo nama. hai tersebut tidak ;nmah diidkukan
. oleh-terdakwar
- “Usang sejumlah R;} 145.250, 000 dari bu‘o gilyet Serie E No. 3321(}2 yang
. - . seharusnya- oleh terdakwa gelaku Sekditjen ditanda tangani dalam keadaan

- kolom- peuerlma terisi, namun oleh terdakwa ditanda I:aﬂgam dalam keadaan
‘kosong.

- Uang sewmlah Rp 101 365. (}00 dari rekemng 000570 (Milik Digen Bea
dan Cukai) yang dipindah bukukan ke rekening 000574 (Milik Kamariyoen)
semuanya telah digunakan oleh Kamariyeen, Rasidah, Lodi Rumambie wntuk
kepentingan mereka sendiri-sendirt atau untuk kepentingan orang lain atau
sucltu badan.

3. Secara hmgsung atau tidak langseng dapat merugikan keuangan negara atay
perekonomian negara atan diketahui atau patut disangka olehnya bahwa per-
buatan tersehut dapat merugikan kevangan negara atau perekonomian negara
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa Drs. Kusmayadi:

- Menyetujui dan menanda tangani setiap ceX tanpa mengecek kebenaran alasan
yang diajukan dan taapa melakukan pengawasar dan pemeriksaan atas sampi
atau tidaknya vang yang dikeluarkan kepada yang berhak.

- Menyetujui pendepositoan vang dan tidak pernab melakukan pengawasan
ataupun pengecekan atas kembalinya nang yang didepositokan dan bunga
deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukal,

- Menanda tangani giro bilyet Serie E No. 332102 dengan membiarkan kolom
penerima pada giro bilyet tersebut daiam keadaan kosong.

- Maemindah bukukan dana dari rekening 000570 {milik Kamariyoen). Maka
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.1. telah dirugikan
sebesar Rp. 1.007.184.772,06. Melanggar pasal 1 ayat I huruf a jo pasal 28
U.U. No, 3 tahun 1971 jo pasal 56, 65 KUHP.

Setelah membaca tuitutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 September 1987 yang lSEH)’Ei

adalah sebagai berikut:

Agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menyatakan putusan

sebagal berikut:

1. Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi, telah terbukil secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan
dirinya sendirl atau orang lain, atan suatu Badap telah menyalah gunakan

e kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan

Negara ataw perekonomian negara, sebapaimana diuraikan dalam Dakwaan
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»+ Primalr yaitu melanggar pasal T ayat 1 sub.b. Undang Undang No. 3 tahun 1973
jo pasal 28 Undang Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 55, 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (s»*puhzh) tahun ds])OtOﬂf, selama dalam
‘masa tahanan sementara. -
- :3. -Menjatukkanpidana Denda sebesar Rp. 25.000. OOO -Subsidair 6 bulankurungan.
4. Mewajibkan membayar uang pengganti ssjumlak Rp. 1.000.000.000,- dan
© “surat-surat, Dokumen-dokumen Bank, Buku Kas Dilampirkan dalam berkas
w0 perkara,
5. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dafam tahanan
6. - Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- :
deng:m memperhatikanpasal 1 ayat 1 buruf'b. jo pasal 28 UU No.'3 tahun 1971 jo pasal
55, 65 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum
dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakanterdakwa: Drs. Kusmayadi, bersalah melakukantindak pidana "Turut

-'sertarmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali";
-Menghukum ta (terdakwa) oleh karena itu dengan pidana penjara se%ama 6 (enam)
tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupizh);

Menetapkan bahwa pidana penjaratersebut dikurangi sepenulinya dengan tahanan

yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menetapkanapabila denda tersebut tidak dxbayar dxganta dengan pidana kurungan

selama & (enam) bulan; .

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.405/MK/6/4/1975 yang telah
disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuapgan RI No.
216A/KMEK.01/1983 yang mengatur tentang struktur dan fungsinya
dilingkungan Departemen Keuangan RJ;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.344/MK/2/5/1973, tanggal
23 Mei 1973, tentang pengangkatan Drs, Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan

Cukai;

3. Surat Edaran Menteri Keuwangan RI No. SE-01/M/V/ 12/ 1968, tertanggal 7
Desember 1968 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM,
tertanggal 16 Nopember 1977;

4. Surat surat, dokumen bank, kwitansi, buku Kas, Warkat Deposito, cek cek,
giro bilyet, bukti penerimaan uang hasil penjualan blangko PPUD,
sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara yang telah
diperlihatkan dalam persidangan ini.

Dilampirkan dalam berkas perkara:

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp

5.000,- {tima ribu rupiah);

Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan:

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggli i Jakarta dengan putusannya tanggal 15 Desember 1987 No.
296/Pid/1987/PT.DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Menerima permohonan banding dari terdakwa: Drs. Kusmayadi tersebut:
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 1987 No.
46/Pid/B/1987/PN.Jak.Tim, yang dimohonkan banding tersebut:

DAN DEMNGAN MENGADILI SENDIRI:

"Menyatakan terdakwa: Drs. KUSMAYADI tersebut diatas tidak terbukti secara sah
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dan meyal\lmcan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud édiam
sdakwaan primair™;

- *Membebaskan terdakwa ters»hua terbuku secara sah dan meyakinkan telah bﬁl‘bdldh

- melakukan tindak. pidana: MEMBANTU TINDAK PIDANA KORUPSI . YANG

-DILAKUKAN BEBERAPA KALIL DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG

BERDIRI SENDIRI";

Lo Menghukum %cdrend it terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua}
- “tghun’
- "Menghukum pula  terdakwa tersebut  dengan hukuman denda  sehesar Rp

:15.000.000,- (lima ‘belas juta rupiah) dengan ketentvan apabila denda itu tldair:

dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 6 (enam) bulan”; :
- Menentukan pada wakiy melaksanakan putusan ini lamdzlya tercha.kwa berada ddlam

“tahdnan di Fumak Tahanan Negara, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hllkum

yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan tersebut?;

~!Memerinizhkanuntuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, barang bukti i)empa:

i. Surat Keputusan Menteri Kevangan RI No. Kep.405/ME/6/4/1975, yang telah

- i disempurnakan - dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan Rl - -No.
L 216AEMEL01/1985 yang mengatir tentang struktur dan fungsinya dilingkungan
Departemen Keuangan RI;

2. Suorat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.344/ME/2/5/1973, t&ﬁtd{]é

- . pengangkatan Drs. Kusmayadi ?&l&f{li Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai;

3. Surat Edaran Menteri Keuangan RI tasggal 9 Desember 1968 No. SE-

GL/MIV/12/1968 dan Surat Edaran Bank Indonesiatertangpal 16 Nopember 1977
No. Se-10/8/UPUM;

4. Surat surat dokumen bapk, kwitansi-kwitanst, buku Kas, Warkat Deposito, cek

cek,. giro bilyet, bukti penerimaan uang hasii penjualan blangke PPUD;

“Memerintabkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara";

"Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua

tingkatan peradailan yang untok peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima

- ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua

- -ribu lima ratus rupiak)”;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 296/Pid/1987/PTDKI Jo.
-46/P1d/1987/PN.Jak. Tim yang dibuat oleh Panitera Kepada pada Pengadilan Negeri di
Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 1988 Jaksa pada
Kejaksaan Neperi Jakarta Timur di Jakarta Timur telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Mo, 46/Pid/B/1987/PN.Jaktim
Jjo 296/Pid/1987/PT . DKI yang dibuat oleh Panitera Kepada pada Pengadilan Neger: di
Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 fanuari 1988 pemohon
. kasasifterdakwatelah mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 6 Pebruari 1988 dari Jaksa sebagai
pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengaditan Negert di Jakaria Thanur pada
tanggal 9 Pebruari 1988;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal Jakarta 2 Pebruari 1988 dari kuasa
* terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi
tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 1988 dan risalah kasasi
terdakwa pribadi tertanggal 3 Pebruari 1988, risalah kasasi mana telah diterima di
kepaniteraan Pengadiian Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 3 Pebruari dan 4 Pebruari
1988,
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~Melihat surat-surat yang bersangkutan:

Men:mbang, bahwa permolonan kasasi ini diajukan pula oleh Jaksa pada Ke_]aksacm

Negeri di Jakarta Timur akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa
khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu
permohonan kasasi zersebut hams d:anggap sebagai permohonan kasasa pihak . (parn_]
Casatze),
7 "Menimbang, balhwa putusan Pengadilan Tinggl tersebut telah diberitahukan kepada
Jaksa/pemohon kasasi pada tanggal 14 Januari 1988 dan pemohon kasasi mengajukan
permohonankasasi pada tangizal 23 Fanuari 1988 akan tetapirisalah kasasi yang memuat
alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi
baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 9 Pebruari
1988 jadi meélewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam
pasaj 248 (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang No. 8 tahun
1981), oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (4) KUHAP (Undang Undang No. 8 tahun
1981y ~hak -untuk -mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikijan
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ridak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberiiahukan kepada
pemohon kasasi/terdakwa pada tanggal 14 Jannari 1988 dan pemohon kasasi mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 1988 serta risalah kasasinya telah diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 3 dan 4 Pebruari 1988
demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurat Undang Undam:,, oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada
pokoknya adalah sebagal berikut:

Dari terdakwa:

Pemohon kasasi/terdakwa keberatan terhadap pertimbangan dan puiusan Pengadilan

Tinggi tentang dakwaan subsidair yang menyatakan:

Bahwa karena terlaksananyatindak pidana tersebut adalah akibat adanya kesempatan

yang timbul dari kelalzian terdakwa dalam menjalankantugasnyamengelolakeuangan

Negara, maka berpedoman pada pengertian "membantu” tersebut diatas, perbuatan

terdakwa a quo adalah perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terlaksananya

tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Balwa berdasarkan hal tersebut, maka in casu terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana d:maksud dalam

dakwaan Subsidair, karena itu 1a harus dihukum;

Baliwa keberatan keberatan tersebut adalah sebagal berikut:

a. bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan tidak ada
terbukli adanya unsur sengaja dari terdakwa melainkan hanya berupa kelalaian;

b. bahwa kelalaian tersebut judex facti kaitkan dengan tugas mengelola kevangan
MNegara, seolali-olah pemohon adalal pejabat yang comptable menurut
Comptabiliteitswet;

¢. bahwa sejak pemohon belum menjabat sebagat Sekretaris Ditien Bea dan Cukal
dan sebelum saksi Kamariyoen menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, sistim
dan peraturan diinstansi tersebut adalah sama dan ternyata tidak pernah terjadi
sualu penyelewengan manpun penyalah gunaan jabatan;
Demikian pula setelah pemohon menjabat sebagai Sek. Ditjen Bea dan Cukai,
dimana Kepala Bagian Keuangan dijabat oleh dua orang sebelum saksi
Kamariyoen, tidak pernab terjadi apa-apa;
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bahwa baru setelah saksi Kamariyoen menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan
" dan menyalah’ gunakan jabatannya, adalah bukan karena pemohon laiai dan
memberi kesempatan kepadanya, melainkan sistem dan pengaturan dalam tubuh

:Ditjen Bea dan Cukai terdapat kelemahan dan overlepping. Dua orang Sekretaris
Ditjen Bea dan Cukai yang menggantikan pemohon dengan saksi- Kamarivoen

masih sebagai Kepala Bagian Keuangan, harus mengalami musibah yang szma;
bahwa pemohon sebagai Sekretaris Ditien Bea dan Cukai dan j juga pengganti-

~-penggantinya, demikian pula Direkiur Jenderalnya, berwenang menandatangani

y cek-cek, ogiro - bilyet ;dan warkat-warkat bank lainnva, adalsh karena
..o contoh/spesimen tanda iangan dia pejabat tersebat ada pada Bank . yang
g -'bersangkutan,

‘Hal “inilak -yang mempak.m }c:e]emahan dan dxsalah gunakan oleh saLs:

Kamariyocen. Seharusnya spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan sebagai

" pejabat Comptable yang distmpan di Bank;

Dan memang kemudian sisten tersebut dirubah, yaitu spesimen tanda tangan
Kepala Bagian Keuangan yang disimpan di Bank, dimana untuk menanda tangani
cek-cek, giro bilyet dan wafkabwarkat Bank lainnya dibutuhkan contrasign dari
pejabat lain;

bahwa hal tersebut diatas telah diungkapkan dipersidangan, baik oleh saksi ahli
Drs. SALIKIN ZAINAL dari BPKA maupun oleh saksi a decharge A. JOSEF
SURADAL, Kepala Bagian Kenangan yang baru;

bahwa dengan demikian pertimbangan judex facti adalah tidak sempurna
(onvoldoende gemotiveerd);

Dari Kuasa Terdakwa:

ik

Judex facti telah memberikan pertinbangan yang tldak sempurna (onvoidoende

gemotiveer);

1. bahwa rumusan dari pemberian bantuan (medephchngheld) vang terdapat
dalam pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

"Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

Ke 1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada wakta kejahatan
yang dilakukan;

Ke 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana afau
keterangan untuk melakukan kejahatan;

Dari rumusan tersebut diatag jelastah baliwa unsur sengaia merupakan syarat
pokek dalam bentuk penyertaan pemberian bantuan;

Hal ini berarti bahwa unsur dengan sengaja (opzet) harus dibuktikan;

2. bahwa judex facti didalam pertimbangan hukumnya sama sekall tidak
memberikan pertimbangan tentang unsur "dengan sengaja (opzet) tersebut,
karenanya tidak diketahui apakah unsur "dengan sengaja” (opzet) itu terbukti
ataukal tidak;

3. bahwa dalam pertimbangan vide halaman 31 putusannya, judex facti mengutif
pendapat Dr. E. Utrech, SH (dalam bukunya hukum Pidana II, gerakan
pertama, halaman 80-81) yang antara lain menyatakan:".....Tetapi membantu
dapat juga diadakan dengan tinggal diam, yaitu dengan sikap pasif. Misalnya,
seorang penjaga malam yang jusiru bertugas menjaga barang tertentu,
membiarkan seorang pencusi mengambil barang yang seharusnya dijaga itu;
Mergenai pendapat tersebut kami berpendapat bahwa "bersikap tingpal diam”
atau "bersikap pasif® itu bukannya sikap yang kebetulan tidak tahu tentang
adanya pencuri, akan tetapi ia diam salz. Eata-kata "membiarkan seorans
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- pencuri mengambil barang " mengandung pengertian kesengajaan, yaitu fa tahu
- bahwa ada pencuri akan:ietapi ia membiarkannya. Tidak mungkin sikap

“membiarkan” it timbul karena adanya kelalaian dari pelaku; - - -

o Jadivdalam’contoh impun jelas disyaratian unsur kesengajaan. Judex facti

o smengutip pulamendapat H.R. dalam arrestnya tertanggal 21 Pebruari 1921,
.- halaman 465 W.Nr.10717, yang antara lain dikemukakan:

"

..... doorddatg gerequireerde met de bedoelmg dien diefstal fe bevorderen zich,

~tegen dat wegnemen niet-verzette .,...". Kata-kata "met de bedoeling dien
iidiefstal-te bevorderen”. mengdnduﬂg pengertian kesengajaan, artinya pelaka

-benar-benar-bermaksud agar pencurian it terjadi. Apabila orang bermaksud -
. untuk sesuatu pastilah ia mau, sadar dan menghendaki sesuatusitu: terjadi,

Tidak dapat dibayangkan baliwa suatu kelalaian dapat memmbuikan maksud

<untuk membiarkanterjadinya pencurian; -

bahwa apa yang dikemukakan oléh judex facﬁ {hatas ndak dapat dnerapkan

- dalam keadaan diri terdakwa, karena terdakwa sama sekali tidak mempunyai

maksud untuk "membiarkan” bawshannya (sdr. - Kamariyoen ¢s) untuk

melakukan kejahatan, setidak-tidaknya tidak pernah dapat dibuktikan bahwa
© terdakwa dengan  sengaja membiarkan bawahannya melakukan suatu

kejahatan, artinya terdakwa memang tahu bahwa bawahannyaakan melakukan

~kejahatan, akan tetapi ia sengaja membiarkannya;

bahwa dengan demikian jelaslah judex facti telab memberikan pertimbangan
yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) mengenal kwalifikast
penyertaan {membantu) terhadap terdakwa;

JE Judex facti telal melakukan kekeliruan dalam menafsirkan-hukum pidana dan
~-salah dalam menerapkan hukwn;
1. bahwa dalam pertimbangannya judex facti menyatakan fakta-fakta yang telah

2s

terbukti adalal kelalaian terdakwa;

bahwa kelalaian atau culpa bukanlah unsur dalam pemberian bantuan

melakukan kejzhatan (medeplichtigeheld) yang merupakan unsur adalah

dengan sengaja {opzet);

bahwa dalam halaman 32 putusannya judex facti mempertimbangkan antara

lain:

I bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengelola keuangan
negara yang menjadi tanggung iawabnya;

2. bahwa kelalnian terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya telah
menciptakan keadaan yang memberl kesempatan kepada terdakwa,
dsbrya;

Demikian dalam halam 33 putusannya tersebut cimmpulkdn pengertian

"membanty dalam pasal 56 KUHP" dengan mengemukakan pertinbangan-
pertimbangan antara lain:

1. bahwa in casu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah
terbukti saksi Kamariyoen, Ny. Rasidalh dan Lody Rumambi telah
melakukan tindak pidana sebagaimana dst;

2. bahwa karena terlaksananya tindak pidana tersebut adalah akibat adanya
kKesempatan yang timbul dari kelalaian terdakwa dalam menjalankan
tugasnya mengelola kevangan Negara, maka dengan berpedoman pada
pengeriian "membantu” tersebut diatas, perbuatan terdakwa a quo adalah
merupakan perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terlaksananya
tindal aidans vape diiabulesn nlebh araao iaine
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“4."-bahwa menurut pendapat kami kesimpulan dan pendapat judex facti tersebut
adalan tidak tepat bahkan keliru, karena pengertian yang dikemukakan
‘mengandung hal-hal yang contradictor, hal ‘mana ternyata dari hal-hal sebagai
“a; ~Bagian kalimat “helalaian terdakwa dalam- melaksanakan kewajibannya
** telah ‘menciptakan keadaan yang memberi kesempatan kepada bawahan

terdakwa "sangat sulit untuk dapat memberi kesempatan® ‘it adalah
kelalaianterdakwa. Kata-kata "menciptakan” dan "memberi" mengandung
pengertian kesengajaan, sedangkan: sulit - sekali membayangkan suaty?
. kelataian yang mengandung kesengajaan; oo e
~b.. bagian kalimat "..... terlaksananya tindak pidana tersebut adalah akibar
“adanya kesempatan yang timbul dari kelalaian terdakwa +.:. dsb”, ‘yang -
" kemudian disimpulkan dengan kalimat “perbuatan terdakwa.a quo adalah
- merupakan perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terfaksananya
-tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain", juga sama sekali tidak
* mengena oleh  karena - sebagaimana telah  dintasakan dalam keberatan
- pertama butir 3, membantu-dengan sikap pasif harus dilakukan dengan
sengaja, tidak mungkin dapat dibayangkan orang vang karena lalai, dus
- benar-bepar tidak tahu dan tidak menghendaki (hakekat dari opzet/sengaja
~adaiah willens en-wetens) dapat melakukan atau ‘memberikan bantuan
walaupun”bersikap ‘pasif, agar orang lain leluasa dapat melakukan

: . kejahatannya; .. - . :
5. bahwa pertimbangan-pertimbanganjudex facti-diatas, disamping mengandung
~©hal-hal yang contradictoir juga sama selcali tidak sejalan dengan jurisprudensi,
+ yaitu antara lain: = © o e : :
- a. -putusan Mahkamah Agung B.L No. S8/K/K/1971 tanggal 4 Pebruari
1976, yang antara lain menyatakan bahwa "lalai tidak menyelidiki lebik
dahulu daftar yang akan ditenda tangani dalam perkara ini, tidak
merupakan kesengajaan sedang kesengajaan itu merupakan unsur wlama
dari tindak pidana penggelapan; :
b. putusan Mahkamah Agung RI No. 25K/Kr/1974 tanggal 25 Januari 1975
yang antara lain menyatakan bahwa "bentuk kesengajaan {dolus) yang
disyaratkan oleh pasal‘ 56 KUHP tidaklah mencurigai baliwa akan
dilakukannya delik yang ditudvhkan, vang lebih berbentuk kealpaan
(culpa); -
¢. putusan Mahkamah Agung RI No. 12K/Kr/1968 tanggal 12 Juli 1969
yang antara lain menyatakan bahwa "dalam puiusan harus disebut unsur-
unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang
terbukti dilakukan oleh terdakwa:
Sebagaimana diutarakan diatas unsur senggja dalam pemberian bantuan
{medeplichtigheid) tidak dibuktikan oleh Jjudex facti dalam perkara a quo ;
6. bahwa dengan demikian jelaslah judex facti telah melakukan kekeliruan dalam
menafsirkan hukum pidana dan salal dalam menerapkan hukum;

HIjudex facti tidak melaksanakan hukum secara sebagaimana mestinya;
I. bahwa putusan a quo didasarkan atas dakwaan subsidair;

2. bahwa dakwaan subsidair tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 143

ayat (2) huret b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal

mana telah diuraikan secara lengkap dalam Pleidooi Penasehat Hukum,

halaman 24 samnai denoan 37 dan halaman €06 srmtrade e oo To oo e
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0 tersebut d:anggap fermuat pula disini. dan merupakan alasan-alasan dari
i permohonan kasasi ind;oo-
. -bahwa oleh karena berdasarkan i{etentuan dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP,
dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;
.4, bahwa dengan demikian, judex factt yang mendasarkan putusan a quo atas
= dakwaan submdazr, Jelas tidak - melaksanakan hakum secara sebagaimana
mestmya,. D

Mummbfm g, bahwaatas kebem%an-kebemtax;kasam dari t»rdakwa dan kuasa terdakwa

.iefsebut Mdhkamah Abung, berpendapat :

mem,en,.u }\ehemmn—keb&mtm a{! l (Lm }I

«::Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dli)endrkdn, ()leh kdrend Pen@,adxkan
.Tlngg,x__te_hh mempertimbangkan putusannya dengdﬂ cukup. Yang dimaksud dengan
“kelajaian” dalam putusan Penpaditan Tinggl adalah "kelalaian daiam menjalankan
tugasnya -mengelola kevangan Negara" dan bukan "nalatigheid” dalam arti tidak
mengindahkan kewajiban hukum yang diharuskan Undang Undang. Kelalaian dalam
megjalankan tupas mengelolakeuangan Nepgara seperti yang telah terbukti dilakukan oleh
terdakwa-dengan tndakannya antara lain tidak pernak melakukan pengecekan kembali
atas pengeunaan dana, inenanda langani giro bilyet dengan membiarkan kolom peneriina
dalam keadaan kosong, menanda tangani surat agar dilakukan pemindahbukuan dana atas
nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke rekening atas nama Kamariyoen,
mengandung kehendak dan kesadaran dari terdakwa akan timbulnya akibat yang difarang
Undang Undang, yakul memberi kesempatan atan daya upaya untuk dilakukannyatindak
pidana oleh Kamariyoen, My, Rasidah dan Lody Rumambi sehingga tindakan terdakwa
merupakan kepembantulakuan (medeplichtipgheid) untuk difakukannya tindak pidana oleh
Kamariyoen dan kawan-kawan itu. Disinl yang dikehendaki dan ketahui/disadari oleh
terdakwa adalah-timbulnya kesempatan atau diberikannya daya upaya, dan itu telah di
buktikan oleh judex facti sehingga telah memenuhi unsur-unsur pasal 56 ayat (2) KUHP.

mengenai keberatun-keberatan ad 11 1, 2 dan 3:

‘Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan
Tinggi tidak salah menerapkan bukum sebab surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah
menuat gecara cermat jelas dan lengkap serta menyebutkan tempat dan waktu tindak
pidana dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) b Undang Undang No. 8
tahun {981,

Menimbang, bahwa npamun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan
Pengadiian Tinggl di Jakarta yang telah membataikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur perfu diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga berbunyisepertitertera
dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak
ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum
dan/atau Undang Undang maka penmohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan
memperbaiki putosan Pengadilan Tingpi tersebug;

Memperhatikan Undang Undang No. 14 tahun 1970, Undang Undang No. 8 tahun
1981 dan Undang Undang No. 14 wbun 1985;

MENGADILTL

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA
il FRTAERECA AN PNEMERY 17 Talrarfa Tiimire tarcalyiids
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Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. KUSMAYADI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember 1987 No.
296/P1d/1987/PT DKI sei{edar mengena: kwahﬁkasmya sehmg_‘ga berbuny; ‘sebapai
berikut i '

Menyatakan terdakwa Drs. Kusmayadi ters&but--terbuktl secard sah éan meyak
bersalah melakukan tindak pidana "Membantu mefakukan tmda}; pldana komps;
dilakukan beberapakali” - . - :

Menghukum pemohonjtermohon kasas:/terdakwa tarsebu -untuk membay_ar -
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 28
April 1983 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh. Keiua
Mahkamah Agung sebagai Ketva Sidang, H. Soerjono, SH-dan -My. H. Siti Rosma
Achmad, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam suiarag terbuka pada RABU
tanggal-11 Meéi 1988 oléh Ketua tersebut dihadiri oleh H. Soerjono, SH dan Ny. H. Siti
Rosma Achmad, SH. Hakim-Hakim:Anggota, Ny. Kusmm, Panitera Peng;:,ann dan tidak.
dlhddlrl ole§1 pemohon kasam ' -

Anggota Anggota - - : \ - "Ketua
d - N} ttd _
©H. Scerjono, SH. H. Adi Andojo Soetjipto, SH
fd

H. Siti Rosma Achmaci, SH

Panitera Pengganti:
ted
Ny. Kustrini, SH
UNTUK SALINAN: -
DIREETUR PIDANA

u.b
KASUBDIT UMUM PIDANA

NY. SUT GIRSANG, SH
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| Sepert sudah diperkirakan, Ke-
tua Mahkamah Agung (MA), Pui-

woto +-S. ‘Gandasubrata, akhirnya
‘menunda pelaksanaan eksekusi ka-
sus Kedungombo. Surat keputusan
penangguhan eksekusi itu sudah di-
-sampaikan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Semarang. Dengan penang-
guhan itu maka ke-34 warga Ke-
© dungpiring masih harus menunggu
wakiu lagi untuk menikmati kea-
dilan.

Pemutusan hubungan kerja

" (PHK) oleh PT. Grafiti Pers kepada
karyawan Majalah Tempo resmi di-
fakukan pada hari Sabtu, 15 Okto~
ber 1994. Perusahaan mulai menye-
rahkan tunjangan jasa karya kepada
‘karyawan yang besarnya bervariasi.

P2k

Tim Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) yang di-
terjunkan dalam kasus Bendungan
Hilir akan menemui Walikota Jakar-

- Hukum dan Pembangunarn

ta Pusat, Abdul Kahfl untuk meng-
klarifikasi berbagal masalah. Sebe-
lum itu Komnas HAM masih akan
bertemu dengan penduduk Benhﬂ

- yang terkena gusuran.

A

Menteri Kehakiman, Oetoyo
Oesman mengutarakan bahwa di ne-
gara paling liberal-pun hanya ada
satu organisasi advokat. "Jadi, sa-
ngat ideal dan baik jika di Indone-
sia hanya ada satu organisasi advo-
kat," tegas Oetoyo Oesman menja-
wab Pers sensai menerima kunju-
ngan kehormatan Sekretaris Jende-
ral NOVA (Organisasi Advokat Be-
landa), Frederiek Heemskerk, di-
dampingi sejumlah pengurus DPP
Tkadin.

ek

Para pembela terdakwa Dr. MP
(41) mengundurkan diri dan tidak
lagi ikut bertanggung jawab pada
putusan pengadilan. Keluar dari
ruang sidang terpaksa dilancarkan
Buyung Nasution bersama empat
pembela lain, setelah hakim meno-
lak kehadiran dua ahli yang dida-
tangkan dari Jakarta.

L
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-Gugatan ‘mengenai pembubaran
seminar;: pertanahan - yang diadakan

Yayasan Lembaga Bantuan Hokum -

Indonesia, Jakarta, mulai disidang-
‘kan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan. Namun sidang pertama per-
kara ini tidak dihadiri pihak tergu-
-gaf, yakni Polres Jakarta Selatan
tanpa -alasan dan pamber;tahuan
"apapun i

EE £

Meskipun telah bersumpah tidak -

berbuat kurang ajar ‘lagi terhadap
ibunya sendiri, Rahmad alias.-Yoyo
(35) tetap diharuskan mendekam di
penjara selama delapan bulan dipo-
tong masa ftahanan sementara, Ia
oleh Majelis Hakim Pengadilan Ne-
geri Jakarta Utara dinyatakan ter-
bukti menganiaya ibunya sendiri,
hanya karena permintaan uang tidak
dipenuhi oleh korban.

Hoglk

Empat mahasiswa yang ditahan
1G bulan dalam perkara penghinaan
Presiden, yaitu Suwito bin Ngate-
man (22), Muhammad Rifki (22),
Antonius John Lerong Ratag (25),
dan Baiq Mandri Sri Martiana (22),
akhirnya oleh Mahkamah Agung di-
bebaskan demi hukum sejak Rabu,
12 Oktober.

:_4'1.1:.__ e

-Sekurang-kurangnya 235 ]nva
warga Komplek Panala, Palangka-:
raya, Kalimantan Tengah bersikeras;;
menolak: eksekusi putusan Mahka--
mah ‘Agung (MA). Bahkan sebagian
warga yang rumahnya terancam di-
buldozer siap mengorbankan jiwa-
nya untuk bertahan. :

T

Terdakwa Drs. TH (55), mantan
Direktur IV Bapindo, ditintut huku-
man 14 tahun penjara dan denda

- Rp. 30 juta subsider enam bulan ku-
. -rungan. Karena tidak terbukti mem-

perkaya diri sendiri, TH tidak ditun-
tut membayar uang pengganti, na-
mun sejumnlah hartanya dituntut un-
tuk disita bagi negara. Demikian
tuntutan Jaksa Penutut Umum di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

il

-Sebanyak 40 buruh dari pabrik

kerupuk CV. MJ mengadu ke Lem-

baga Bantuan Hukum Medan setelah
pihak perusahaan menyetop produk-
si. Tindakan ini dilakukan dengan
alasan produksi kurang diminati
oleh konsumen sehingga menum-
puk, sementara buruh tetap diwajib-
kan hadir sekalipun pabrik tidak
berproduksi.

E L1
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Ketua Mahkamah Agung (MA);
pertanyaan Pers di Jakarta mene-

wan-kawan *dapat menuntuf - ganti
. kerugian dari negara Serta rehabi-

Purwoto S. Gandasubrata menjawab

gaskan, terpidana Linggah dan ka-

RN
4‘(rk

Hukum dan Pembangunas -

litasi nama baik- mereka, jika
memang permohonan peninjasan -
kembali (PK) dikabulkan Mankamah o
Aﬂuno (MA)

S

L,ry
}fﬂ;‘“f“

|

%

{’ Semua buku dibakar, berbagai kota dihancurkan
Tetapi Kebenaran dan hasrat kebebasan
selalu menyelinap dihati penduduk

{Roosevelt) 7

e Lo Gy B3

Di hadapan Sang Tiran
jangan dengarkan apa yang dikatakannya
Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya

(Khalil Gibran)

sl ol




Parlegnentaria’ 00

F kst ABRI D‘?’R—Ri “aemma: '
agar" kasus® ‘pembangunan proyek-.'-
fransmisi fegangan “tinggi- 50 KV
(kilo \'r'oit) "Kiara Condong Connec- -
tion" ‘yang telah berjalan dari awal

tahun 1990 untuk melayani kbgidt&l’l
penduduk di ‘wilayah Bandung Te-
ngah dapat segera diselesaikan, ‘Hal
itu dikemukakan dalam pertemuan
intensif anggota fraksi ABRI dengan
jataran KODAM HI/SI iwangi dx
Bandang, 25 Oktober

“Anggota DPR-RI dari Fraksi
Karya * Pembangunan, " Loekman
Boer, mengungkapkan bahwa DPR
sependapat dengan pemerintah untuk
mengubah kebijaksanaan perpajakan
atas “pembangunan rumah mewah.
Lebih jauh anggota Dewan tersebut

berpendapat bahwa dewasa ini de-

ngan UU Perpajakan yang ada, pe-
rusahaan atau pengusaha besar yang
membangun rumah dengan meman-
faatkan tempat maupun kontraktor
sendiri tidak dikenakan pajak, pada-
hal atas rumah sangat sederhana

: ’RSQ) yang 'may’a pemban&undnnya’: '

tidak-lebih dari Rp.+10 juta, malah'-
terkena pajak. Hal itu dikemukakan
Loekman Boer dalam acara jumpa
pers di Jakarta, 7 Oktober.

LR

DPR-RI pada sidang ‘paripurna
mengenai pembentukan WTO, hari
Rabur {12 Oktober) telah menyetujui
Rancangan Undang-undang (RUU)
pembentukan WTO vang diajukan
pemerintah. Dewan mengharapkan
agar keikutsertaan Indonesia dalam:
organisasi tersebut tidak mengor-
bankan kepentingan ekonomi na81~_: _
onal. :

Rl

Sekitar 400 pedagang kaki lima
di sekitar perempatan Jalan Raya
Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang
digusur oleh aparat keamanan dan
ketertiban {Iamtib) Walikotamadya
Jakarta Selatan, wajib disediakan
tempat penampungan yang strategis.
Hal 1u diungkapkan oleh anggota
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fraksi Persatuan Pembangunan (F-

disetujui EPR»RI ik dlsahkan"'5"-7-

menjadi UU Pajak. Hanya saja,
RUYU iyang siap disahkan it kini
dinilai magih lebih memfolkuskan
pada-aspek penerimaan, dan menga-
_baikan asas keadilan dan pemerataan
karena pajak sudah menjadi tulang
punggung APBN. Hal itu terung-
kap pada acara dengar pendapat
akhir DPR-RT vang dihadiri olech
Menteri Kenangan Mari’e Muham-
mad di Jakarta, 13 Oktcher.

Mahkamah Agung harus mencari
alasan yang lebih obyektif dan men-
dasar jika hendak menunda ekseku-
$i. Seharusnya Mahkamah Agung
jangan menggunakan alasan yang
langsung mengenal materl pokok
perkara, apalagi menurut undang-
undang, pengajuan permohonan pe-
ninjauan kembali (PK) tak menup-
da eksekusi, Hal itu dikemukakan
anggota Fraksi Karya Pembangun-
an DPR-RI, Oka Mahendra, ketika
dihubungi pers sehubungan dengan
penundaan eksekusi kasus Kedung-

PP) DPRD-DKI Jakarta, H:Sand .~~~

Fukum dan Pembangunas -
ombo di Jakarta, 18 Okiober.
E ﬁ. ’W# i

Pemermmh dlhdrapkan segera

RN :memberlakukan Peraturan Pemerin-
- tah (PP) tentang pajek atas bunga

- deposito yang diamanatkan UU-No.- -+
7 Tahun 1983 Hal ini dipersoalkan

karena menurut informasi dari kala-
ngan Departemen Keuangan, ranca-
ngan PP yang sangat sirategis ter-
sebui sudah dua bulan laly disam-
paikan ke kantor Seineg. Hal i
dikemukakan Wakil Ketua Komisi
APBN dari Fraksi PDI DPR-RI,
Aberson Marle Sihaloho, kepada
pers di Jakarta, 10 Oktober.

e

Anggota DPR-RI dari Komisi T,
BN Marbun, menyatakan bahwa se-
jak masa orde baru dengan alasan
pragmatis dan kepentingan men-
desak, bidang ekonomi jadi anak
emas pembangunan dan dikawal
ketat oleh jaminan stabilitas
pembangunan. Karenanya, dalam
lima pelita hukum dan keadilan
serta demokrasi agak dinomor-
duakan. Hal itn dikemukakan Mar-
bun dalam Rakernas Asosiasi
Advokat Indonesia dengan topik
"Back to Law and Justice" di Kuta,
Balt 22 Oktober yang lalu.

ek



) Fakulm.sﬁaﬁ.um = y ﬂ: o

-Ui Senat
Hukum Umversztas indoyasm beker~

jasama dengan Forum Exoznumkasz-s

Kawnla “Muda ‘Adhyaksa " Jakarta

menga_d_akan «diskusi sehari-dengan ..
tema ."Anak Muda. Kita dan:Hu-
kum"; Sabtu, 29 Oktober . *Diskusi
itu- dihacilr; oleh. paraswakil -siswa

SMA se-DKI Jakarta. Jaksa Agung;
Singgih, SH, dalam sambutannya
menyatakan bahwa hukum diharap-
kan mampu lebih berperan sebagai
instrumen ketertiban dan kesejah-
teraan dalam Pelita VI. Hukum
tertulis maupun tidak tertulis sema-
kin banyak dan mengatur semua as-
pek-kehidupan,-oleh karenanya hu-
kum perlu dxsc}%iahsas;kan dan di-
dalarn: - :

. EEE

U1, Ketua Komite Pembaruan Kuri-
kulum Pendidikan Tinggi Hukum,
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,

T .

i Mahaszswa Fakultas

il pembaruan kmlkuium pendldxkanf:'-
tinggi hukum praktls debih: ‘sulit -
"'dzjafankan pac}a perguruan . tinggi’

‘megeri, karena cenderung mengha- -

- dapi kendala birokratis, khususnya

yang berkenaan dengan materi pen-

- didikan" hukum -pada : mahasiswa

- pada fakultas-di luar profesi hukum, -

seperti mahasiswa fakultas ekonomi -
~“atan mehasiswa fakultas teknik. Hal:

. -itn ‘dikemukakan ‘Mochtar Kusuma-

" atmadja’ pada sarasehan mempen»-._.-- :

*. ngati- 70 tahun Pendidikan Tinggi

- Hukum “Indonesia - yang -diadakan: -

Fakuitas Hukum Universitas: Indo- :
nesia d1 Kampus U1, Depok "

UGM. Fakultas Hukum Universitas =
(Gadjah Mada bersama-sama dengan
Yogjakarta Lawyer Club, menye-
lenggarakan acara “dialog - hukum
pertanahan dengan tema "Menengok
Kembali Pengalaman UUPA" -di-
Yogyakarta, Senin 10 Oktober yang
lalu. Tampil sebagai pembicara pada
acara dialog tersebut adalah Brig-
jen(Pol) Roekmini Soedjono, Dekan
Fakulias Hukum Universitas Gadjah
Mada, Dr. Maria SW Soemardjono,
serta Advokat Senior JC Sujami.
Brigjen Polisi (Pur) Roekmini yang
juga bekas anggota DPR-RI dan kini-
menjadi anggita Komnas HAM me- .
nyatakan bahwa hampir semua seng-
keta tanah yang diadukan ke DPR
dan Komnas HAM berawal dari
pembebasan tanah Dar; pengadudn
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sengketa yang melibatkan "backmg
oieh oknum aparat :

g _a'u_w

E}NEJ '.-Péernomo Sﬁtj ipto, SH di-
kukuhkan sebagai Guru ‘Besar Bi-

dang:-lmu: Hukum - di -Aula-Soetar- -

jo, ‘Universitas Jember, Rabu, 12
Oktober 1994. ‘Pada saat penyam-
paian pidato pengukuhannya, Poer-
nomo Soetjipto menyatakan bahwa
batas usia kawin seperti yang diatur
dalam pasal 7 Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan
tidak mendukung program Keluarga
Berencana, sebab perkawinan yang
ideal menurut Program KB adalah
berumur 20 tahun bagi wanita dan
25 tahun bagi pria. Sedangkan UU
Perkawinan membolehkan ~ wanita
usia 16 tahun untuk menikah.
Dengan demikian UU Perkawinan
dianggap tidak relevan untuk men-
dukung program KB dan pada

Hukum dan Pembangunars ..
bagian—bagiag lain perlu diperbaiki_
wn
UNIVERSITAS PANCASILA. Fa- -
kultas Hukum Universitas Pancasila
mengadakan ceramah _pembekalan

bagi 501 Sarjana Hukum baru pada
hari Kamis, 27 Oktober 1994 di J a-

karta. Dalam ceramah pembekalan

tersebut tampil antara lain Dirjen -
Pemasyarakatan Departemen Keha-
kiman Prof, Dr. Baharuddin Lopa.
Dalam  ceramahnya, Baharuddin
Lopa mengemukakan bahwa pene- .
gak hukum harus memahami ciri:
kesadaran hukum, wibawa hukum
dan supremasi hukum, kalau tidak
penegakkan hukum akan susah me-
langkah. Lebih lanjut Baharuddin
Lopa mengatakan bahwa wibawa
hukum akan ada jika penegak hu--
kum konsekwen dalam menegakkan
hukum.

e e

dirl.

Truth is not only viclated by falsehood; it may outraged by silence.
Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam

{Henri Frederic Amiel)

3




Andi Hammk cfan RM Sumc}zmm,
KEJ;@HAEATAW NARKGTJM
DAN PSEEGTR@PJM (Sinar. Gra-
- fika, ,,}aka;fmg ,19_9_4}, 1 7;2. Ha!amaﬁ. :

- _'Ujang_ 'Smhim _

Dalam buku berjudul "Kejahatan Narkotika dan Psikotropika®, Aﬂdx
Hamzah dan RM. Surachman mengajak pembaca untuk lebih mengerti,
memahaml dan mewaspadai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika. Buku ini merupakan inti sari hasil kursus
penegakkan hukum narkotika di Bangkok. Banyak sekali permasalahan
diuraikan dalam buku ini baik yuridis maupun non-yuridis. Permasalahan
yuridis seperti kejahatan narkotika dalam ruang lingkup undang-undang anti
narkotika Indonesia, kejahatan narkotika yang melintas batas negara,
perjanjian atau konvensi internasional mengenai narkotika, diuraikan secara
gamblang dalam buku ini. Kemudian masalah non-yuridis yang diuraikan
adalah aspek medis bahaya narkotika berikut npaya penanggulangannya serta
aspek kimiawi jenis-jenis markotika.

gk
Pada awal tulisan, penulis seolah-olah hendak membawa pembaca pada

situasi ketergantungan narkotika yang dialami seorang bernama Craig Dexter
Gardner yang sangat tersiksa akibat mengalami ketergantungan obat sampai



e Hulum dan Pémbaﬁgu&an '

dia tewas bunuh diri (hal. 1). Sejarah penggunaan narkotika dari zaman ke
zaman diolas tuntas dalam bagian ini. Zaman Yunani Purba telah mengenal
narkotika jenis opium (hal. 4). _

Penulis dalam bagian berikutnya menguraikan jenis~jen;s narkotika,
pengaruh. penggunaan narkotika dan penyebaran jenis-jenis narkotika di-
berbagai belahan dunia. Menurut penulis istilah "narkotika" secara resmi.
dlgumkan di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang No. 9 Tahun
1976 tentang Narkotika (hal. 13). Permasalahan hukum delik narkotika

__daiamjlcmieks UU No. 9 Tahun 1976 kemudian diuraikan dalam bagian
berikutnya (bab 3). Dalam bab ini juga disingoung secara singkat delik’
nar}c:otﬂfa di berbagai negara.

----- -Bagian terpenting dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dan
psikotropika adalah upaya penanggulangan. Ini penting karena permasalahan
narkotika semakin memperhatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini, oleh
- karena itu perlu dilakukan langkah-fangkah penanggulangan secara terpadu
dan efektif, baik tingkat nasional maupun internasional (hal. 33). Lebih
lanjut menurut penulis upaya penanggulangan dalam tingkat nasional adalah
hukum dan perundang-undangan, penegakkan hukum, pengobatan dan
rehabilitasi, kerjasama internasional dan penyebarluasan. Prosedur penyitaan
dan perampasan harta hasil tindak pidana narkotika erat kaitannya dengan’
upaya penangguiangan ini. Masalah itu sudah dikenal dan digunakan dalam
hukum Yunani Kuno, hukum Romawi, dan hukum adat lebih dari lima abad
sebelum masehi (hal. 40).

Permasalahan ini juga oleh Penulis dibandingkan dengan prosedur di
Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Jepang dan Jerman. Lebih lanjut Penulis
menguraikan secara singkat masalah penyitaan di Indonesia (hal. 51). Upaya
pencegahan kejahatan narkotika memeriukan kerjasama antar negara dalam
bentuk konvensi-konvensi internasional (hat. 56). Buku ini diakhiri dengan
suatu uraian mengenai perkembangan kejahatan narkotika di berbagai negara
seperti Hongkong, Bangladesh, Jepang dan India.

Seperti diakui oleh penulis dalam kata pengantarnya bahwa masih
banyak hal yang belum sempat diuraikan dalam buku ini karena masalah
kejahatan narkotika dan psikotropika serba kompleks. Meskipun demikian
penulisan buku ini cukup komprehensif karena membahas objek permasalah-
an dari spektrum yang luas. Dengan maksud tidak mengurangi nilai buku ini
perlu kiranya disampaikan beberapa catatan, Pertama, terjadinya overlapping



i --'_"memberxkan kongribusi yang berharga bagx kepusi:akaa'i hukum mdana_

""':'-:Tmbangms B;:é 2 479 &

. peznbahasan &nmm bab 6 dan bab. 7. yaitu adanya repetisi pembahasan: _ab.-'
& oleh bab 7. Eedua, lﬁfbdt&SﬂYci (bahkan bisa dikatakan tidak dmnggung_
'_'.sama sekali) pembahasan 1 mengenal psxkotlopxka.. Ini dapat menyebabkaﬂ_f
o kerancuan pemc.hamam atas pok{}x: bahasan ﬁarkomka dengan psﬁ;otropzka._

= _:_:praictm daﬁ tr:orntssl huicum akdn teiapl juﬁa bag1 kalangan pem‘baaa

'yang ‘ingin lebih jauh mengetahui permasalahan ini. Mengingat lang ya _

kajian ‘masalah-masalah ke;ahatan narkotika - dan psxkotmplka buku ini

ﬁ.lndonesaa.

R

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa Tidak
berlangganan
mulal nomor cﬁe?ﬁn,
Jika setiap ferbl
Anda selalu
kehabisan ?

Hubungi agen terdekeas
atau langsung ke alamat t

Tata Usaha : JI. Cirebon Mo. § Jakarta
Telepon (G21) 335432




Case Hulum dan Penzbatzgurzf;}i'

Hak Asasi Manusia

Fordham, Margaret
Artikel
The rights to choose rec (adult: refusal of Medical Treatment/by
Margaret, Fordham.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies
Formely Malaya Law Review, 1994, SJLS Suly 1994 129
. PDH-FHUI

Hukum Ekonomi

Dora, §S Neo
. Artikel
Application of English Law Act 1993: Sale of goods and memodat/hy
Dora SS, Neo.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely
Malaya Law Review, 1994, SLIS July 1994: 150.
PDH-FHUI

Gerber, David J.
Artikel -
Constitutionalizing the economy: Guman Neo-liberalism competition
Law and the New Europe/by David J. Gelber.-- USA: The American Journal
of Comparative Law, 1994, Vol. XLII-Winter 1994 No. 1:25.
PDH-FHUI

Tan, Yock Lim
Artikel
Making Sense of Documentary Evidence (Part II)/by Tan Yock Lim.~-



3':-s:fLs July 1994: 111.

: Aﬂlkel

5 :_Reﬂecitlohs /Patrick -] . Borchers.—-. USA: . “The ~American Jouma} _

L ;Smgapore Smgap{}re Joumal Studles Formely Malaya Law Rewew 1994 : =

' _-'Hukﬁm'-lﬂtérﬁﬁs{bﬁéi;'f 88 3 e NURRETIR BROR

' ":Borchers Patnckj

g ChO.lS.Of Law An the Amerlcan Courts in .1992: Observanon nd

'--_Comparanve Law 1994 Voi XLII—Wmter 1994 No 1: 125

Yeo; Tiong Min.
Ar’ukei -
: ‘Restitution, Tracing, and Change of position seagate technology(s) PTe
LTD & Anor V Heng English & Nor./by Yeo Thing Min.-- Smgapere
Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994
SLIS July 1994: 138.
e . . _ PDHf]_?_HU_I
Hukum Perdata
Stiefel, Ernst C.
Artikel
Civil Justice reform in the United State-Opportunity for learning from
Civilized European Procedure Instead of Continued Jsolation/by Ernst C
Stiefel and James R. Maxciner.—-USA: The American Journal of
Comparative Law 1994, Vol. XLII- Winter 1994 No. 1: 147,

Watson, Alan
Artikel”
The Importance of Nutshells/by Alan Watson.—-USA: The American
Journal of Comparative Law, 1994, Vol. KLI-Winter 1994 No. 1:1.
PDH-FHUI

Perbankan



: 48.2: R S " i ) 'Huk'm'n'dm:‘Pembngﬂiia‘.é:':' :

Setl upathy, ]oar:
Arnkel . . '
Undue mﬂerence and the third party creditor: Notice or Knowledge?"
Barclarys Bank PCC 'V OBrien and Another/by Joan Setherpathy:--
Smgapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Revxew 1994
SLJS July 1994; 164.

EDH*FHUI '

T_]l() _Hans___ :
Artikei : |

Factormg and Stamp duty in Singapore and Malayma Arab -
Malays:an Merchant Bank Bhd V Boustead Trading (1985) Sdm Bhd/By Tjior
Hans.— Smgapore Singapore Journal of Legal Studies Formely Malayan
Law Review, 1994. SILS July 1994: 183.

PDH-FHUT

: Scoles Eugene F.
Amkel
~ The Hague Convention on Succession/by Eugene F. Scoles.-- USA:
~ The American Journal of Comparative Law, 1994, Vol. XLII-Winter 1994;
No. 1:85.
PDH-FHU1

?sykoiogi

Lim, Hern Kuan
Artikel
& Ngwous Shork - Extending the Boundaries Pang Koifa V Lim Djoe:
rilig/by Lim Hern Kuan.—- Smgapore Singapore Journal of Legal Studies
Formely Malaya Law Review, 1994, SLIS July 1994: 171.
PDH-FHUI




R ;-'_'Peza _

- lesaikan, pendldlkan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum dan Iimu K

: Pe,ml,sNOmo,- ]m : = .. T — . . - 483

ss N@mer Em

'_}Lgehby Loqmm iahir di Surabaya, 14 Oktober 1935. Beliau adalah. Guru -
‘Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menye— -

--Syarakatan Universitas Indonesia (1967), lulus Pascasarjana di bldang"llmu

ik ‘Hukum (1984). Pada tahun 1990 meraih gelar Dokior dalam bidang Timu

.“Buku-buku hasil- karya Beliau yang telah dlpﬁbhkas:kan a d""l ah'i" :"f'
_'Pra_ __ radllan dx Indonesm dan Kekuasaan Kehaklman - .

A -Efsmmi Sunny, aaalah Guru Besar Hukura Tata Negara pada Fakuitas hukum
 Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan ‘gelar Sarjana Hukum dari
Universitas Indonesia (1957), Master of Civil Law dari Graduate Studies and.
‘Research, McGill University, Montreal, Canada (1960) dan Doktor: dalam
Bidang Jimu Hukum dari Univergitas Indonesia (1963). Selain sebagai staf
‘pengajar pada F akultas Hukum Universitas Indonesia, pernah mengajar di
AKABRI Kepolisian, LEMHANAS, SESKOAL, dan SESSUIT. Beliau aktif
mengikuti berbagai konferensi di luar negeri dan telah mengeluarkan
berbagai publikasi ilmiah dalam bentuk buku, makalah dan artikel dalam
majalah/harian dalam dan luar negeri. Pernah menjadi Ketna Badan
Perencanaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI-(1964-1974),
anggota DPR-GR/MPRS RI (1967-1969) dan menjabat sebagai Rektor
‘Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1973).” Dewasa ini jabatan Beliau
adalah Duta Besar untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman.

Arifin P. Seeria -Atmadja, adalah staf pengajar padél Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

H. Azhari adalah siaf pengaj ar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agus SardJon() adaiah alumni dan sekaligus sebagaz staf pengajar
matakuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia..

Ny. Maria Farida Indrati S., adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dan juga sebagai staf redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan.



484 Hukum dan Pembangunan

TELAH TERBIT

Kumpulan Karangan Prof. Mardjono Reksodiputre, yang terdiri dari
4 (empat) buku: R Z

PUar g,

Taa o A ey
4 Yigg,

r.i‘x ‘“““wzw; "‘“kvhq
T8 gyt Oy

Setnry o™

Tempal permesanan:
Pusar Dokamentasi Hukum

Fakeltas Hakfzam Universitas Indonesia Harga fersebut, belum termasik
©.g. L?dr . Rohiman onghkos kirim sebesar 20% dari
Ji. Tirebon No. 5, Telp. 335432 harga buku

Jakarie Pusad




